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Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. TINJAUAN HUKUM 
INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA BAWAH 
LAUT DI PERAIRAN INDONESIA. Dibimbing oleh Prof. Dr. Marcel 
Hendrapaty S.H., M.H. dan Dr. Marthen Napang S.H., M.H., M.Si. 
Laut merupakan  bagian terluas di permukaan bumi sebab tiga perempat 
permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan suatu negara 
dengan negara lainnya. Luasnya wilayah cakupan laut, mengharuskan 
adanya pengaturan hukum yang berskala internasional. Setelah melalui 
berbagai perjalanan panjang dalam merumuskannya, akhirnya pada tahun 
1982 lahirlah suatu produk hukum dasar dalam pengaturan hukum laut 
internasional yakni United Nation Convention On Law of Sea atau yang 
biasa disebut dengan UNCLOS 1982. 
Salah satu objek yang diatur dalam UNCLOS adalah terkait kabel dan 
pipa bawah laut. Dalam penelitian ini, pengaturan pada UNCLOS dan 
penataan pada hukum nasional menjadi fokus utama pembahasan dari 
permasalahan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait kabel dan 
pipa bawah laut, terdapat pada seluruh zona maritim dalam UNCLOS 
yakni, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas 
kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Selain itu juga 
diatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penerapan pasal yang 
berhubungan dengan kabel dan pipa bawah laut.Sementera itu dalam 
yurisdiksi hukum nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang menagatur terkait penataan kabel dan pipa bawah laut 
yakni, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang 
Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 
Tentang Landas Kontinen. Selain itu terdapat peraturan sektoral yang juga 
mengatur kabel dan pipa bawah laut yakni, Peraturan Menteri Komunikasi 
Dan Informatika Nomor: 16/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan 
Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem 
Komunikasi Kabel Laut, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 
Nomor 300.K/38/M.PE/1997, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut.  




Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. INTERNATIONAL LAW REVIEW 
OF ARRANGEMENT SUBMARINE CABLE AND PIPELINE IN 
INDONESIAN WATERS. Supervised by Prof. Dr. Marcel Hendrapaty 
S.H., M.H. and Dr. Marthen Napang S.H, M.H., M.Si. 
Sea is the widest part of the earth's. Three-quarters of Earth's surface is 
ocean, connecting one country to another one. The extent of the coverage 
area of the sea, requires international legal arrangements. After going 
through a long way to formulate the system, in 1982 born a basic law 
product in the regulation of international maritime law which called the 
United Nations Convention On The Law of Sea or commonly called the 
1982th UNCLOS. 
One of the objects which being arranged in UNCLOS is about submarine 
cables and pipelines. In this study, the settings on the UNCLOS and the 
arrangement of the national law became the main focus of the discussion 
of the problem. 
The results of this study indicate that the settings of submarine cables and 
pipelines, was found at the entire maritime zone in the UNCLOS which is 
territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental 
shelf, high seas and the international seabed area. It also regulates the 
settlement of disputes about the application of articles related to 
submarine cables and pipelines. 
Meanwhile, in the jurisdiction of national laws, there are some regulations 
which regulates the configuration of submarine cables and pipelines 
namely, Act Number 1 of 2014,  Act Number 32 of 2014 about the Sea, 
Act Number 6 of 1996 about the Indonesian Waters, Act Number 5 of 1983 
About the Indonesian Exclusive Economic Zone, Act Number 1 of 1973 
About the Continental Shelf. In addition, there are sectoral rules which 
also regulate submarine cable and pipeline, namely Regulation of the 
Minister of Communications and Information Technology Number 
16/Per/M.Kominfo/9/2005 On providing International Telecommunication 
Transmitions through Cable Communication System, Regulation of the 
Minister of Mines and Energy Number 300.K /38/ M.PE/1997, and the 
Regulation of the Minister of Transportation PM Number 68 Year 2011 
About the Shipping Lanes in the Sea. 
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1.1 Latar Belakang 
Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dimiliki 
oleh suatu negara. Secara umum wilayah terdiri atas darat, laut dan 
udara1, meskipun dalam kenyataannya, banyak negara yang tidak 
memiliki laut sebagai wilayahnya. Seperti misalnya negara-negara di 
Afrika Tengah dan Eropa bagian tengah yang secara geografis terletak 
jauh dari laut. 
Laut merupakan  bagian terluas di permukaan bumi sebab tiga 
perempat permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan suatu 
negara dengan negara lainnya. Selain merupakan jalur yang transportasi 
antar negara, saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat 
perkembangannya dalam hal perikanan, pertambangan hingga kegiatan 
komunikasi antar negara.  
Tiga perempat dari luas seluruh permukaan bumi merupakan lautan   
dan laut itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada   
umat manusia yang patut kita jaga dan lestarikan demi kelangsungan 
hidup generasi selanjutnya. Laut atau biasa disebut sebagai perairan  
merupakan bagian terbesar dari bumi dengan 70% atau sekitar 140 juta 
                                                          
1Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 
 
 
mil menutupi bagian bumi ini. Selain itu, 97%  bagian atau 135.800.000 
mil persegi berisi air asin dan 3% atau sekitar 4.200.000 mil terdiri atas air 
tawar.2  
Dalam kehidupan manusia, laut memiliki peranan yang sangat 
besar, dikaitkan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, perdagangan, 
ekonomi, bisnis, investasi dan pertukaran budaya berlangsung di laut 
antar-kelompok bangsa. Laut juga telah menjadi prasarana awal 
terjadinya globalisasi di seluruh dunia. 
Hukum internasional telah memberikan kontribusi besar dalam 
menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur berbagai 
kegiatan pemanfaatan laut. Berbagai upaya telah dilakukan dalam 
mewujudkan pemerataan keadilan melalui pemanfaatan wilayah laut 
terutama pada bagian dasar laut yang dihasilkan melalui Konvensi Hukum 
Laut Internasional (United Convention on the Law of Sea) atau secara 
mudah biasa disebut dengan UNCLOS 1982. 
Sebelum pada akhirnya bermuara pada UNCLOS 1982, telah lahir 
Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut. Konvensi ini melahirkan 
empat konvensi terpisah yakni Konvensi Tentang Laut Teritorial dan Zona 
Tambahan, Konvensi Tentang Laut Lepas, Konvensi Tentang Perikanan 
                                                          
2 Anonim, Jumlah Perbandingan Air Tawar Dan Air Asin Di Planet Bumi 
http://www.organisasi.org/1970/01/jumlah-perbandingan-air-tawar-dan-air-asin-laut-di-planet-
bumi-dunia.html, diakses pada 20 Maret 2016 
 
 
dan Sumber Daya Hayati Laut Lepas, dan Konvensi Tentang Landas 
Kontinen.  
Akan tetapi dalam beberapa tahun saja konvensi tersebut 
dirasakan kekurangan-kekurangannya. Kekurangan dan kelemahan 
mendasar dari konvensi tersebut tentu saja menyangkut masalah lebar 
laut teritorial setiap negara pantai yang tidak ditetapkan secara tegas, 
sehingga dalam praktek negara-negara pantai pada waktu itu 
penetapannya diserahkan kepada masing-masing negara. Namun pada 
umumnya negara-negara pantai menetapkan sampai 12 mil laut sebagai 
batas atau lebar maksimal laut wilayahnya yang diukur dari garis pangkal 
karena penetapan sampai batas 12 mil dianggap sebagai sesuatu yang 
dapat memenuhi rasa keadilan bagi negara-negara pantai yang sebagian 
besar adalah merupakan negara-negara berkembang.3 
Konvensi Hukum Laut merupakan salah satu konvensi terbesar 
yang pernah dihasilkan melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) karena selain dihadiri oleh lebih dari 160 negara, juga karena 
berlangsung selama sembilan tahun sejak Desember 1973 hingga 
September 1982.  
Meskipun UNCLOS 1982  merupakan salah satu konvensi terbesar 
dan terpanjang sepanjang sejarah, tidak menutup kemungkinan masalah-
masalah dalam hukum laut tidak ada. Oleh karena itu, masalah laut 
                                                          
3 I Wayan Parthiana, 2014, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional, Bandung: Yrama 
Widya hlm. 55 
 
 
menjadi sangat kompleks utamanya dalam bidang hukum antara lain 
masalah yang terkait dengan keberadaan kabel dan pipa bawah laut. 
Seiring berjalannya waktu pemanfaatan laut tak hanya sebatas 
pada kegiatan transportasi dan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya 
laut. Namun, pemanfaatan dari laut semakin luas, salah satunya adalah 
pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Dengan kemajuan ilmu dan 
teknologi sejak abad ke-20 laut membawa manfaat tidak hanya di bidang 
perikanan dan pelayaran, tetapi juga sebagai pemanfaatan area dasar laut 
dapat dikelola melalui penggunaan teknologi instalasi bawah laut.4 Dalam 
beberapa dasawarsa terakhir dapat disaksikan suatu perubahan besar 
dalam kegiatan-kegiatan di laut karena selama berabad-abad kegiatan-
kegiatan ini umumnya hanya terbatas pada aktivitas penangkapan ikan 
serta pelayaran. Hukum internasional melalui UNCLOS 1982 telah 
memberi legitimasi bagi negara untuk melakukan pemasangan kabel dan 
pipa bawah laut. 
Salah satu wilayah pemasangan kabel dan pipa bawah laut berada 
pada Landas Kontinen. Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel 
dan pipa bawah laut di atas landas kontinen.5 Dengan tunduk pada 
haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi 
landas kontinen, mengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal 
                                                          
4 Marcel Hendrapati, 1995, Pembongkaran Instalasi dan Keselamatan Pelayaran di Indonesia, 
Tesis, Bandung: Universitas Padjajaran, hlm. 1 
5 Pasal 79 ayat 1, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
 
 
dari pipa. Selain itu, negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan 
atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.6  
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki wilayah 
perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan 
wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, 
karena memiliki luas lautan sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri dari laut 
territorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta km2, dan zona 
ekonomi eksklusif 2,7 juta km2.7  
Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim terbesar di dunia 
dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki garis pantai 
terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (18.000km2) sehingga luas 
wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah lautan. Dengan potensi wilayah 
tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan 
perikanan baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya 
yang merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menuju 
Indonesia yang maju dan makmur.8 
Sebagai sebuah negara kepulauan yang dikelilingi lautan, 
Indonesia menjadi suatu negara yang memanfaatkan wilayah laut untuk 
tempat pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Indonesia memiliki kabel 
bawah laut sepanjang 17.700 ribu kilometer yang terbentang di seluruh 
                                                          
6 Pasal 79 ayat 2, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
7 Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan, 2008, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka 




wilayah.9 Meskipun demikian, jumlah kabel yang terpasang masih 
terkonsentrasi di wilayah bagian barat.Namun, pada kenyataannya 
keberadaan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia sering 
menimbulkan permasalahan.  
Pada Oktober 2013,  Jaringan sistem komunikasi kabel bawah laut 
PT Telkom, PT XL Axiata, dan PT Moratelindo yang menghubungkan 
Indonesia–Singapura mengalami gangguan serius di perairan kecamatan 
Toboali, kabupaten Bangka Selatan atau 7,7 km dari garis pantai. 
Gangguan terjadi akibat kabel bawah laut di area tersebut terputus 
tersangkut jangkar kapal yang sering beroperasi secara ilegal di area 
perairan tersebut. Galumbang Menak Simanjuntak, CEO PT Moratelindo, 
perusahaan yang mempunyai ijin atas jaringan sistem komunikasi kabel 
laut antara Jakarta–Bangka–Batam-Singapura (SKKL B3JS) 
mengungkapkan, kejadian putusnya jaringan sistem komunikasi kabel laut 
terjadi pada Sabtu 12 Oktober 2013, pukul 07.00 WIB. Kerusakan ini akan 
mengakibatkan gangguan besar dalam sistem telekomunikasi nasional, 
yang berdampak tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan tiga 
operator besar pengguna jasa jaringan kabel bawah laut tersebut (PT 
Telkom, PT XL Axiata, dan PT Moratel) kepada para pelanggan.10 
                                                          
9 Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, 
2015, http://www.antaranews.com/berita/530190/pemerintah-perpendek-proses-perizinan-
kabel-bawah-laut 
10 Imam Suhartadi, 2013, Kabel Bawah Laut 3 Operator Telekomunikasi Rusak Terkena Jangkar 
Kapal Liar, http://www.beritasatu.com/nasional/145195-kabel-bawah-laut-3-operator-
telekomunikasi-rusak-terkena-jangkar-kapal-liar.html, Diakses Pada 23 Maret 2016. 
 
 
Kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan kapal KM Kirana III. 
Peristiwa yang terjadi pada Januari 2010 tersebut disebabkan KM Kirana 
III sedang mengangkat jangkar di sekira 2,5 kilometer dekat bibir pantai 
Madura. Namun jangkar menyangkut ke kabel PLN sehingga putus. 
Akibatnya saat itu juga Madura mengalami blackout.11 
Kasus lain terkait kabel bawah laut adalah kasus PT PLN Persero 
TBK melawan MV Kota Indah. Pada tahun 1999, MV KM Kota Indah yang 
berbendera singapura dan dinahkodai oleh kapten Shaukat Ali Akhtar 
berkebangsaan Pakistan, berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. Kala itu kabel listrik milik PLN di perairan Surabaya meledak 
akibat terkena jangkar kapak dari MV Kota Indah. PLN sebagai pihak yang 
dirugikan dalam kasus ini, mengajukan gugatan terhadap Advance 
Container Lines (Pte) Ltd selaku pengusaha operator kapal dan Pacific 
International Lines (Pte) Ltd selaku pemilik kapal. Kasus yang dibawa 
hingga ke Mahkamah Agung itu memutuskan menghukum kedua 
perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar US $.5.699.995 
(Lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan Rp.15.800.687.905 (Lima 
belas milyar delapan ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu 
sembilan ratus lima rupiah).12 
                                                          
11 Amir Tejo, 2010, Rusak Kabel Bawah Laut, Nahkoda Kapal Kirana III Diperiksa, 
http://news.okezone.com/read/2010/01/05/340/291078/rusak-kabel-bawah-laut-nahkoda-
kapal-kirana-iii-diperiksa, Diakses pada 1 April 2016. 
12 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/ 2006 
 
 
Kasus terkait pipa migas yang cukup mendapat perhatian adalah 
kasus pipa Kodeco. Pada 2010, para nakhoda kapal selalu merasa 
khawatir saat melintas di alur pelayaran barat Surabaya. Begitu memasuki 
pintu gerbang Pelabuhan Tanjung Perak di Pulau Karang Jamuang, kapal-
kapal serasa meniti di atas hamparan ranjau. Hal ini dikarenakan, di 
bawah alur pelayaran barat Surabaya membentang pipa gas Kodeco yang 
menyalurkan 120 MMSCFD (juta kaki kubik per hari). Kekhawatiran 
tersebut sangat beralasan karena pipa gas milik PT Kodeco Energy Co 
Ltd tersebut berpotensi meledak sewaktu-waktu apabila terantuk jangkar 
atau lambung kapal yang melintas di atasnya. Awal Januari lalu, posisi 
pipa gas Kodeco berada pada minus (-)10,17 meter di bawah permukaan 
terendah air (low water spring/LWS). Dengan diameter pipa 50,5 
sentimeter, posisi permukaan pipa gas teratas berada pada -9,7 meter 
LWS. 
Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa pemasangan kabel 
dan pipa bawah laut di Indonesia belum disertai dengan penataan yang 
baik. Kejadian putusnya jaringan komunikasi di Pulau Batam karena kabel 
bawah laut tidak ditata secara serius. Tidak adanya tata alur kabel dan 
pipa bawah laut disebabkan karena Indonesia belum memiliki regulasi 
yang ketat. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, sebagai 
institusi baru yang berperan mengatasi masalah ini belum memiliki 
 
 
perencanaan terkait hal ini karena terlalu fokus mengurusi konsep Poros 
Maritim dan Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.13 
Mantan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Sudirman Saad mengakui tata letak pipa migas dan kabel di dasar laut 
perairan Indonesia masih rancu. Dia melihat belum ada koridor hukum 
yang tegas mengatur soal pemanfaatan ruang di dasar perairan laut. 
Banyak yang menemukan persilangan (crossing) kabel maupun pipa di 
dasar laut di sebagian perairan.14 
Penataan terkait kabel dan pipa bawah laut dalam UNCLOS hanya 
sebatas pengaturan secara umum dalam zona-zona maritim. Semantara 
untuk pengaturan secara teknis, khususnya penataan, UNCLOS 
mengamanatkan pada hukum nasional untuk mengaturnya. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian 
terhadap permasalahan kabel dan pipa bawah laut melalui judul Tinjauan 
Hukum Internasional Terhadap Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di 
Perairan Indonesia. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan Kabel 
dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982? 
                                                          
13 Pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute Dr. Y. Paonganan S.Si.M.Si yang 
dikutip dari http://m.maritimemagz.com/2015/02/05/pipa-dan-kabel-laut-rancu-tata-ruang-
bawah-laut-mendesak/#sthash.jbszPYa9.dpuf.  




2. Bagaimanakah Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Di Perairan 
Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan 
Kabel dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982. 
2. Untuk Mengetahui Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Di 
Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian dalam 
rangka mengembangkan konsep penataan kabel dan pipa bawah 
laut. 
2. Manfaat secara praktis dalam penulisan ini adalah untuk dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan 
dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan 








Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya 
meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi 
bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam 
proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan 
pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, 
hasil atau proses menata.15 
Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana 
dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang 
lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam Kamus Tata Ruang 
dikemukakan bahwa Penataan merupakan suatu proses perencanaan, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua 
kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, 
selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan 
keadilan dan perlindungan hukum.16 
Objek utama dalam penataan adalah ruang. Ruang adalah wadah 
yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk 
                                                          
15 Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan. 
16 Kamus Tata Ruang Edisi I 
 
 
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 
Maka penataan dan ruang selalu berada dalam satu kesatuan yakni tata 
ruang atau penataan ruang.   
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal 
tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang. Jadi, penataan ruang 
merupakanr wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang ialah 
susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara, pola 
ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya.17 
2.2 Kabel dan Pipa Bawah Laut 
Tidak ada definisi yang secara khusus dalam UNCLOS 1982 
mengenai kabel dan pipa bawah laut. Namun, beberapa pasal dalam 
UNCLOS beberapa kali menyebutkan mengenai pengaturan pemasangan 
kabel dan pipa bawah laut seperti  pada zona ekonomi eksklusif, landas 
kontinen dan laut lepas. P. Joko Subagyo juga secara umum menyebut 
kabel dan pipa bawah laut sebagai Instalasi Bawah Laut. 
                                                          
17 Pasal 1 Ayat 1 sampai 5, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
 
 
Pada dasarnya, semua negara berhak untuk meletakkan kabel dan 
pipa bawah laut di atas landas kontinen. Dengan tunduk pada haknya 
untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengeksplorasi landas 
kontinen, mengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal 
dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau 
pemeliharaan kabel atau pipa demikian. Penentuan arah jalannya 
pemasangan pipa bawah laut demikian di atas landas kontinen harus 
mendapat persetujuan Negara pantai. Tidak satupun ketentuan yang 
mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi 
kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau 
mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang 
dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya 
atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau pengoperasian pulau 
buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya. Apabila 
melakukan pemasangan kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara 
harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah 
ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang 
sudah ada tidak boleh dirugikan.18 
2.2.1 Kabel Bawah Laut 
Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di 
bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. 
                                                          
18 Pasal 79 ayat 1-5, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
 
 
Komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegrafi. Generasi 
berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian data komunikasi. 
Seluruh kabel modern menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa 
data digital, yang kemudian juga untuk membawa data telepon, internet, 
dan juga data pribadi.19 
Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1990-an sudah 
menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di 
Nusantara. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak 
keuntungan dibandingkan menggunakan Digital Micro Wave (Radio 
Terrestrial) yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga trend 
kedepan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak digunakan 
baik di darat maupun di laut. Penggelaran kabel laut dilakukan oleh kapal 
kabel (Cableship) yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut, 
Cableship memiliki keistimewaan, karena tidak dapat menggelar pada 
lokasi air dangkal, sehingga untuk area air dangkal (Shore End) biasanya 
menggunakan Barge Cable, yang mampu sampai pada ke dalam air satu 
meter.20 
Proses pemasangan kabel bawah laut adalah dengan 
menggunakan dua buah kapal yakni kapal biasa dan sebuah mini-ship 
yang disebut Hydro Jet Cable Burial Machine. Pada saat kapal mulai 
berlayar maka kapal membuka pintu keluar kabel dari kapal dan kabel 
                                                          
19 Lutfi Nur Niswati, 2007, Perancangan Kabel Komunikasi Bawah Laut, Komunitas E-Learing Ilmu 




fiber optik langsung dijatuhkan ke dasar laut beriringan dengan 
berjalannya kapal. Di dasar laut juga terdapat Mini-Ship Hydro Jet Cable 
Burial Machine yang berfungsi untuk meratakan dasar laut agar tidak 
terjadi gulungan pada kabel atau goresan pada fiber optik sampai ke pos 
pemantau selanjutnya. Selain itu, mesin tersebut digunakan untuk 
menghilangkan hambatan yang ada di dasar laut. Seperti karang, agar 
kabel dapat berada di dasar laut dengan tingkat kerataan yang sama. 
Mesin tersebut dijalankan di dalam kapal yang berada di permukaan laut. 
Dan tetap dimonitoring hingga sampai pemasangan selesai. 
Proses selanjutnya adalah pemasangan dengan menggunakan 
penguat sinyal yang disebut repeaters. Pada pemasangan kabel bawah 
laut, repeaters diletakkan di dasar laut. Kemudian kabel akan 
dihubungkan pada sebuah pos pemantauan yang disebut NU-Wave XLS. 
Fungsi dari pos pemantauan tersebuta adalah untuk menghubungkan 
kabel yang terhubung di dasar laut dan juga sebagai server yang 
menyelidiki apakah kabel berfungsi dengan baik. Untuk menghubungkan 
kabel dari server 1 ke server 2, dibutuhkan teknisi secara manual. Para 
teknisi menghubungkan kabel ke kapal pengangkut kabel yang akan di 
salurkan ke server 2. Karena kapal besar tidak bisa merapat di pinggir 
pantai yang dangkal. Sesampainya di server 2, tetap dibutuhkan teknisi 
yang membantu menghubungkan kabel dari kapal ke server 2. 
Selain untuk keperluan komunikasi, kabel bawah laut juga 
digunakan dalam penyaluran tenaga listrik melalui jalur bawah laut. Kabel 
 
 
listrik bawah laut adalah kabel transmisi utama untuk membawa tenaga 
listrik bawah permukaan air.  Hal ini disebut “kapal selam” karena mereka 
biasanya membawa daya listrik di bawah air garam (lengan laut, laut, 
selat, dll) namun juga memungkinkan untuk menggunakan kabel listrik 
bawah laut di bawah air tawar (danau dan sungai ).21 
2.2.2 Pipa Bawah Laut 
Pipa bawah laut adalah salah satu bagian dari infrastruktur 
bangunan lepas pantai yang berfungsi untuk mengalirkan produk dari 
suatu struktur lepas pantai ke struktur lepas pantai lainnya atau ke 
terminal di darat agar dapat diproses lebih lanjut. Karena perannya yang 
sangat penting dalam proses produksi minyak dan gas bumi di lepas 
pantai, maka pipa bawah laut didesain dengan standard & code yang 
berlaku di negara tempat operator migas itu berada.22 
Pipa bawah laut merupakan suatu infrastruktur transportasi minyak 
dan gas sebagai alternatif pengganti kapal tanker dan sebagainya. Pipa 
bawah laut memerlukan design awal yang sempurna dan proses instalasi 
yang teliti agar keseluruhan proses pembangunan pipa berhasil dan cost 
effective. Pemilihan rute pipa yang tidak baik pada umumnya akan 
                                                          
21 Anonim, 2015, Kabel Bawah Laut, http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=460. Diakses pada 20 
Maret 2015. 
22 Mulyadi Maslan Hamzah, Analisis Mid-Point Tie-In Pada Pipa Bawah Laut, Tesis Program 
Magister Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung, hlm. 1. 
 
 
menimbulkan banyak freespan atau bentangan bebas tak tersupport pada 
pipa.23 
2.3 Zona Perairan Berdasarkan UNCLOS 1982 
 UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai 
zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, 
UNCLOS membagi laut kedalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang 
berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang berada di 
bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi kedalam zona-zona yang berada di 
bawah yurisdiksi penuh negara pantai dan zona-zona bagian di mana 
negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak 
khusus yang diatur dalam konvensi ini.24 
Zona yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai 
adalah perairan pedalaman (internal waters), dan laut territorial (territorial 
sea). Zona yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara 
pantai adalah zona tambahan (contigous zone), zona ekonomi ekslusif 
(exclusive economic zone) dan landas kontien (continental shelf). 
Sedangkan, zona yang berada diluar yurisdiksi nasional adalah laut lepas 
(high seas) dan kawasan dasar laut internasional.25 
2.3.1 Perairan Pedalaman 
                                                          
23 Ibid 
24 Etty R. Agoes, “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan 
Konvensi Hukum Laut 1982”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1996, hlm. 2 
25 Dikdik Mohammad Sodik, 2014, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, 
Bandung: Refika Aditama, hlm. 19 
 
 
Lebar laut territorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang 
berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan 
pedalaman. Dengan demikian, batas laut pada arah ke darat merupakan 
batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Garis pangkal biasa 
untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah, dimana dalam 
keadaan seperti ini tentunya tidak terdapat perairan pedalaman.26 
2.3.2 Laut Teritorial 
Kedaulatan negara pantai meliputi laut teriorialnya, termasuk ruang 
udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.27 Dalam pasal 2 
ayat 1 UNCLOS ditetapkan bahwa selain wilayah daratan dan perairan 
pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, peraira kepulauan 
meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut 
territorial.28 Menurut ayat 2, kedaulatan negara pantai meliputi pula ruang 
udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk 
sumber daya alam di dalamnya.29 
Setiap negara diberikan hak untuk menetapkan lebar laut territorial 
hingga batas 12 mil laut diukur dari garis pangkalnya.30 Kedaulatan 
                                                          
26 Pasal 5, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
27 Pasal 2, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
28 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, “Pengantar Hukum Internasional”, Bandung: 
Alumni, hlm. 162 
29 Ian Browline, 2008, “Principle of Public International Law”, Oxford University Press, dikutip dari 
Dikdik Mohammad Sodik, Op Cit, hlm. 174. 
30 Pasal 3, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
 
 
negara atas laut teritorialnya mutlak dan lengkap, meskipun dibatasi oleh 
kewajiban-kewajiban internasional yang mengikatnya.31 
Ketentuan mengenai garis pangkal untuk mengukur  lebar laut 
territorial (garis air rendah, garis pangkal lurus, garis penutup), konvensi 
memuat ketentuan yang lebih terperinci mengenai beberapa keadaan 
khusus yang dapat mempengaruhi penetapan garis pangkal, seperti 
keberadaan instalasi pelabuhan, tempat berlabuh di tengah laut dan 
elevasi surut.32  
Lebih jauh lagi, lebar laut teritorial 12 mil ini mengakibatkan 
beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk ke dalam 
pengaturan laut lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial; 
kebebasan berlayar yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh 
lagi di selat-selat tersebut. Mengenai hal ini Konvensi mencantumkan 
beberapa ketentuan khusus untuk selat-selat tertentu, di mana hak lintas 
damai dianggap tidak mencukupi lagi. Akhirnya Konvensi memuat 
ketentuan-ketentuan untuk penetapan batas laut teritorial antara negara-
negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan, apabila tidak ada 
persetujuan yang menyatakan sebaliknya, tidak satu negara pun yang 
berhak untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah, 
yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-
                                                          
31 D.J Harris, 2004, “Cases and Materials on International Law”,  London: Sweet and Maxwell, 
dikutip dalam Didik Muhammad Sodik, Op Cit, hlm. 386. 
32 Lihat Pasal 11-13, United Nation Convention on Law of Sea 1982 
 
 
garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-
masing negara seperti yang diatur dalam pasal 15 UNCLOS.33 
2.3.3 Zona Tambahan 
Zona tambahan adalah perairan yang berdekatan dengan batas 
jalur maritim atau laut teritorial, namun tidak termasuk kedaulatan negara 
pantai, tetapi dalam zona ini negara pantai memiliki kewewenangan 
melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah terjadinya 
pelaggaran peraturan perundang-undangan bidang saniter, bea cukai, 
fiskal, pajak dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Batas zona 
tambahan sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal. 
Dalam pasal 24 angka (1) UNCLOS  mengenai Zona tambahan, 
dinyatakan bahwa suatu zona di laut lepas yang bersambungan dengan 
laut territorial, dimana negara pantai itu memiliki kewenangan 
melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk : 
a) Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian dan 
kesehatan. 
b) Menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan 
perundang-undangan tersebut di atas. 
                                                          
33 Albert W. Koers, 1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut: Suatu 
Ringkasan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 7. 
 
 
Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona 
tambahan yang tidak boleh melampaui 12 mil laut yang diukur dari garis 
pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan tersebut hanya mempunyai 
arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial yang kurang 
dari 12 mil laut berdasarkan konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 
dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam 
Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 angka 2 Konvensi Hukum 
Laut tahun 1982, zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis 
pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. 
2.3.4 Zona Ekonomi Eksklusif 
Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan 
berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum 
khusus yang mengatur hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak 
serta kebebasan-kebebasan Negara lain.34 
Zona ekonomi eksklusif secara umum dapat didefinisikan sebagai 
bagian perairan yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut territorial 
selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut 
territorial diukur. Dari definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip 
dasar zona ekonomi eksklusif ini, yakni:35 
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a. Zona ekonomi eksklusif ini secara geografis terletak di luar laut 
territorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah 
bagian dari laut territorial karena letaknya yang berada di luar laut 
territorial. 
b. Letaknya yang secara geografis di luar laut territorial bukanlah 
berjauhan dengan laut territorial, melainkan berdampingan atau 
berbatasan langsung dengan laut territorial. Kedua zona perairan 
tersebut dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini 
merupakan garis batas luar (outer limit) dari laut territorial itu 
sendiri. 
c. Pengukuran lebar 200 mil laut dilakukan dari garis pangkal. Garis 
pangkal ini bisa berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus, 
ataupun garis pangkal kepulauan. Dengan demikian, lebar zona 
ekonomi eksklusif hanya 188 mil laut. Hal ini karena laut selebar 12 
mil laut di garis pangkal itulah dari laut territorial.  
Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak 
berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan 
pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Kegiatan 
di perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah dibawahnya 
berkaitan dengan keperluan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi 
minyak dan gas bumi. Hak-hak tersebut antara lain:36   
1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai : 
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a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, 
konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati 
maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari 
dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan 
kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi 
ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan 
angin; 
b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang 
relevan Konvensi ini berkenaan dengan : 
i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan 
bangunan; 
ii. riset ilmiah kelautan; 
iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; 
c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam 
Konvensi ini. 
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai 
harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan 
kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara 
sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. 
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar 




Adapun hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif 
antara lain37: 
1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara 
berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada 
ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan 
pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel 
dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan 
penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional 
yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti 
penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, 
pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan 
dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini. 
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain 
yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang 
tidak bertentangan dengan Bab ini. 
3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-
negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak 
dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai 
sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum 
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internsional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan Bab ini. 
2.3.5 Laut Lepas 
UNCLOS 1982 tidak secara tegas mendefinisikan laut lepas, 
namun, menyatakan: 
Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak 
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau 
dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan 
kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan 
pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua 
Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.38 
Dari ketentuan ini dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 
dengan laut lepas bukan lah perairan pedalaman, laut territorial, zona 
ekonomi eksklusif dan perairan kepulauan. Perairan diluar dari keempat 
zona tersebut itulah yang dinamakan sebagai laut lepas. 
Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa kebebasan di laut lepas harus 
dilaksanakan oleh semua negara dengan mengingat kepentingan negara-
negara lain dan juga hak-hak menurut konvensi terkait dan juga hak-hak 
menurut konvensi terkait dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.39 
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Laut lepas pada dasarnya terbuka bagi setiap negara. Namun, 
kebebasan negara tetaplah dibatasi dalam pengaturan UNCLOS sebagai 
berikut40:  
1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai 
atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan 
berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini 
dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas 
meliputi, antara lain untuk Negara pantai atau Negara tidak 
berpantai : 
a. kebebasan berlayar; 
b. kebebasan penerbangan; 
c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, 
dengan tunduk pada Bab VI; 
d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi 
lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum 
internasional, dengan tunduk pada Bab VI; 
e. kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada 
persyaratan yang tercantum dalam bagian 2; 
f. kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII. 
2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan 
memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain 
dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan 
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memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam 
Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan. 
2.3.6 Landas Kontinen 
Pasal 76 ayat 1-10 UNCLOS 1982 menegaskan tentang ruang 
lingkup dan subtansi dari landas kontinen secara limitatif terkait batas 
luarnya. Ketegasan batas luar landas kontinen akan memperjelas garis 
batas landas kontinen negara-negara pantai dan kawasan. Kawasan (the 
area) samudra-dalam sebagai suatu pranata hukum internasioanl yang 
baru.41 
Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah 
di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar 
laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga 
pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis 
pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi 
kontinen tidak mencapai jarak tersebut.42 
Kriteria jarak atau lebar yang dapat digunakan untuk menetapkan 
batas terluar dari landas kontinen menggantikan kriteria kedalaman 200 
meter dan kriteria exploitability dalam menentukan batas landas kontinen 
yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1958. Dalam konteks ini, Konvensi 
Hukum Laut 1982 berhasil menetapkan definisi batas terluar dari landas 
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kontinen yang berhubungan denagan status hukum kawasan dasar laut 
internasional.43 
Pada ayat 3 dijelaskan mengenai tepian kontinen. Ditegaskan 
bahwa tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai 
yang berada dibawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah 
dibawahnya dari dataran kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). 
Akan tetapi, tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam 
dengan bukti-bukti samudera atau tanah di bawahnya. Hal ini dikarenakan 
dasar samudra-dalam merupaka pranata hukum tersendiri.44 
Pada ayat 2 ditegaskan bahwa landas kontinen suatu negara 
pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam 
ayat 4 hingga 6. Pada ayat 4 huruf a Negara pantai dihimbau menetapkan 
pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih 
lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial 
diukur, atau dengan45: 
i. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk 
pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah 
paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki 
lereng kontinen; atau 
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ii. Suatu garis yang ditarik pada titik-titik tetap yang terletak tidak 
lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. 
Sedangkan dalam huruf b menyatakan jika tidak terdapat bukti 
yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik 
perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya. 
Ayat lima mengatur teknis penetapan titik-titik tetap yang 
merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik 
sesuai dengan ayat 4 (a)(i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil 
laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur atau tidak boleh 
melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter, 
yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.46 
Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukti-bukti dasar laut, batas 
luar landas kontinen tidak boleh melebihhi 350 mil laut dari garis pangkal 
dari mana lebar laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi 
dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, 
seperti pelataran (pateau), tanjakan (rise), puncak (caps), ketinggian yang 
datar (banks) dan puncak gunung yang bulat (spurs) nya. 
Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk 
tujuan mengeksplorasinya dan mengekploitasi sumber kekayaan alamnya. 
Hak tersebut bersifat eksklusif, dalam arti bahwa apabila Negara pantai 
tidak mengekplorasi landas kontinen atau mengekploitasi sumber 
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kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa 
persetujuan tegas Negara pantai. Hak suatu Negara pantai atas landas 
kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau 
tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apapun. Sumber 
kekayaan alam tersebut terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber 
kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, 
bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu 
organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen, tidak bergerak 
pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika 
berada dalam kontak fisik terus menerus dengan dasar laut atau tanah 
dibawahnya.47 
Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Peraturan tersebut memuat 
definisi Landas Kontinen Indonesia yang berarti dasar laut dan tanah di 
bawahnya di luar wilayah perairan Republik Indonesia sampai kedalaman 
200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakannya 
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.48 
2.3.7 Kawasan Dasar Laut Internasional 
Kawasan dasar laut internasional adalah dasar laut dan tanah 
dibawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional suatu negara.49 
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Pengaturan pengelolaan dasar laut dalam UNCLOS 1982 lebih ditujukan 
pada pengaturan di luar yurisdiksi negara, karena pengaturan pengelolaan 
dasar laut di bawah laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan 
kepulauan yang berada dibawah kedaulatan negara dan merupakan satu 
kesatuan pengaturan dibawah rezim hukum laut teritorial dan perairan 
kepulauan. Sedangkan pengaturan tentang landas kontinen diatur dalam 
rezim hukum tersendiri.50  
Kawasan dasar laut internasional dan sumber daya alam yang 
terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama umat manusia. Atas 
dasar prinsip tersebut menurut UNCLOS bahwa51: 
1. Tidak satu Negarapun boleh menuntut atau melaksanakan 
kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari 
Kawasan atau kekayaan-kekayaan-nya, demikian pula tidak satu 
Negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh melakukan 
tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak 
satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak 
berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. 
2. Segala hak atas kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat 
manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama seluruh umat 
manusia Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk 
pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang 
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dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan 
ketentuan Bab ini dan ketentuanketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur Otorita. 
3. Tidak satu Negara, badan hukum atau peroranganpun boleh 
menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian 
dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan, kecuali 
apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak 
demikian, maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau 
pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui. 
Agar prinsip warisan bersama dapat terwujud, maka diperlukan 
suatu kerja sama internasional yamg memperhatikan kemapuan negara-
negara berkembang yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan di 
Kawasan. Alih teknologi mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan 
ekonomi negara-negara di dunia.52 Untuk mencapai tujuan tersebut, 
UNCLOS merumuskan program alih teknologi penambangan dasar laut 
samudra sebagai berikut53:  
1. Otorita harus mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan 
Konvensi ini: 
a. Untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan ilmiah yang 
bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan; dan 
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b. Untuk memajukan dan mendorong alih teknologi dan 
pengetahuan ilmiah tersebut kepada Negara-negara 
berkembang sehingga semua Negara Peserta mendapat 
manfaat dari padanya. 
2. Untuk tujuan ini Otorita dan Negara-negara Peserta harus 
bekerjasama dalam menggalakkan alih teknologi dan pengetahuan 
ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan 
sehingga Perusahaan dan semua Negara Peserta dapat 
memperoleh manfaat dari padanya. Khususnya mereka harus 
memprakarsai dan memajukan : 
a. Program-program untuk alih teknologi ke Perusahaan dan ke 
Negara-negara berkembang berkenaan dengan kegiatan-
kegiatan di Kawasan, termasuk, antara lain, memudahkan 
akses Perusahaan dan Negara-negara berkembang pada 
teknologi yang relevan, dengan ketentuan-ketentuan dan 
syarat-syarat yang wajar dan pantas. 
b. Tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memajukan teknologi 
Perusahaan dan teknologi domestik Negaranegara 
berkembang, terutama dengan memberikan kesempatan-
kesempatan kepada personil Perusahaan dan Negara-negara 
berkembang untuk mengikuti latihan dalam ilmu dan teknologi 
kelautan dan berperan serta secara penuh dalam kegiatan-
kegiatan di Kawasan. 
 
 
2.4 Perairan Indonesia 
Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS 
dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang 
jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga per-empat wilayahnya adalah 
laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang 
kedua setelah Kanada.54 
Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia 
menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, 
dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. 
Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional 
melalui konvensi hukum laut PBB, United Nations Convention on the Law 
of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia 
dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985.  
Mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, total 
luas wilayah laut Indonesia menjadi luas lautan sebesar 5,8 juta km2 yang 
terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta 
km2, dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Hal ini menjadikan 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest 
Archipelago in the World).55   
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Pasca ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 1985, pemerintah Indonesia bergerak dengan melahirkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-
undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 
4/Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum laut karena dilandasi pada Konvensi 
Hukum Laut Jenewa 1958. Selain itu, undang-undang tersebut 
diundangkan dalam keadaan yang memaksa sehingga subtansinya tidak 
lengkap. Oleh karena itu Undang Nomor 6 Tahun 1996 merupakan 
perwujudan dari Indonesia sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS 
1982.56 
  
                                                          





3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari 
berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan komposisi, lingkup dan 
materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan 
kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang 
digunakan,.57 Selain itu penulis juga akan memperkuat penelitian normatif 
ini dengan wawancara untuk memperkuat analisa penulis.  
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 
dengan informan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan 
cara mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan 
berupa bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang 
diteliti, dengan kata lain data sekunder merupakan data yang diperoleh 
melalui perantara suatu bentuk atau lembaga tertentu, misalnya 
                                                          




peraturan-peraturan, literature atau buku-buku, dokumen-dokumen, dan 
data lainnya yang diperoleh dari salah satu instansi yang terkait yang 
merupakan data pelengkap atau pendukung data primer. 
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini munggunakan dua bahan hukum yakni bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
1. Bahan Hukum Primer, meliputi 
a. United Nation Convention On Law Of Sea 1982. 
b. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan. 
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan 
Indonesia. 
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 
Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas 
Kontinen Indonesia. 
g. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 
16/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana 
Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem 
Komunikasi Kabel Laut. 
 
 
h.  Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
300.K/38/M.PE/1997. 
i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 
Tentang Alur Pelayaran di Laut. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji 
yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum 
dari segi kepustakaan, dan website lembaga-lembaga terkait. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi 
lapangan. Studi kepustakan adalah cara menginventarisir, mempelajari, 
membaca, menelaah, dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan 
perundang-undangan serta dokumentasi yang ada pada instansi yang 
terkait dengan objek penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan 
pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan 
penelitian, sedangkan studi lapangan yang dilakukan bertujuan untuk 
memperoleh data secara lisan yaitu dengan cara wawancara.58 
3.5 Teknik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka diolah untuk kemudian 
diambil kesimpulan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
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1. Inventarisasi data, yaitu pencatatan atau pengumpulan data 
dengan lengkap, yang sesuai (relevan) dengan masalah; 
2. Deskripsi data, yaitu memaparkan menguraikan data-data (buku 
literatur, perundangundangan, atau dokumen) yang telah dikaitkan 
dengan permasalahan. 
3. Sistematisasi data (systemazing), yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika pokok bahasan dan sub-pokok bahasan 
berdasarkan urutan masalah. 
4. Interpretasi data, yaitu menganalisis dan memberikan pendapat 
atau pandangan teoritis terhadap penafsiran masalah. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data digunakan untuk menyusun secara sistematis data 
yang telah diperoleh, dengan menganalisa data yang ada maka akan 
diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian.59 Cara yang digunakan 
dalam proses ini adalah dengan mengorganisasikan data yang diperoleh 
dari studi literatur ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan langkah terakhir adalah dengan membuat 
kesimpulan agar dapat dipahami.60  
Penulis melakukan analisis data secara kualitatif (deskriptif 
kualitatif) dengan memasukkan data-data kuantitatif untuk memperkuat 
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argumentasi bagi penyelesaian masalah yang dibahas dalam penulisan 
ini. Saran atau rekomendasi dalam penulisan ini adalah hasil sintesis dari 






4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan Kabel dan Pipa 
Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982. 
4.1.1 Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial 
Pengaturan mengenai kabel dan pipa bawah laut di laut territorial 
diserahkan pada hukum nasional. Karena negara pantai mempunyai 
kedaulatan dan yurisdiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut 
teritorial dan perairan pedalaman yang digunakan untuk pelayaran 
internasional. Pengaturan tentang kabel dan pipa bawah laut yang 
didirikan serta digunakan di perairan-perairan tersebut tunduk sepenuhnya 
pada kebijakan nasional negara pantai yang bersangkutan untuk 
mengatur dan menetapkannya. 
Namun demikian terdapat pula beberapa pasal dalam UNCLOS 
yang secara spesifik mengatur terkait kabel dan pipa bawah laut. Hal ini 
disebutkan dalam pasal 21, dimana Negara pantai dapat membuat 
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini 
dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas 
damai melalui laut territorial. Hal itu meliputi: 
(a) Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim; 
(b) Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas 
atau instalasi lainnya; 
 
 
(c) Perlindungan kabel dan pipa laut; 
(d) Konservasi kekayaan hayati laut; 
(e) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
perikanan Negara pantai; 
(f) Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, 
pengurangan dan pengendalian pencemarannya; 
(g) Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi; 
(h) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea 
cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai. 
Artinya negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan 
yang dapat menjamin keberadaan kabel dan pipa bawah laut ketika kapal 
asing yang akan melintas pada laut teritorialnya. 
Oleh karena kedaulatan negara pantai meliputi dasar dan tanah di 
bawah perairan pedalaman dan laut territorial, dengan demikian peletakan 
kabel dan pipa bawah laut di daerah tersebut tunduk pada yurisdiksi 
hukum nasional. Pada dasarnya, hal ini juga berlaku di perairan 
kepulauan, pasal 51 ayat 2 mengharuskan negara kepulauan untuk 
menghormati kabel dan pipa yang ada di perairan kepulauannya tanpa 
melalui daratan. Negara kepulauan diwajibkan memberi izin pemeliharaan 
dan penggantiannya.61 
4.1.2 Zona Ekonomi Eksklusif 
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Dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi 
ekslusif (ZEE), hal yang harus diperhatikan dan ditekankan adalah hak, 
yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di ZEE dan hak dan kewajiban 
negara lain di ZEE negara pantai. Bila merujuk pada  bab V UNCLOS 
1982 dapat dilihat bahwa negara pantai memiliki yurisdiksi yang berkaitan 
dengan: 
(i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; 
(ii) Riset ilmiah kelautan; 
(iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; 
Sebagaimana yang telah diterangkan dalam tinjauan pustaka, 
bahwa yang dikategorikan sebagai instalasi termasuk kabel dan pipa 
bawah laut. Sehingga, negara pantai berhak memasang kabel dan pipa 
bawah laut di ZEE. 
Secara tegas dalam pasal 58 menunjuk kebebasan meletakkan 
kabel dan pipa sebagai suatu kebebasan di laut lepas yang diterapkan di 
zona ekonomi eksklusif. Meskipun demikian, negara yang melaksanakan 
kebebasan ini harus mengakui hak-hak negara pantai di zona ekonomi 
eksklusifnya. 
Hak dan kewajiban negara lain terhadap ZEE negara pantai tak 
lepas dari ketergantungan negara tak berpantai dan negara yang secara 
geografis kurang beruntung. Semua negara, baik Negara berpantai atau 
yang tak berpantai, menikmati ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang 
 
 
relevan dalam UNCLOS 1982, yaitu kebebasan pelayaran dan 
penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut 
yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut 
hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini. 
Seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, 
pesawat udara, serta kabel dan pipa di bawah laut, dan sejalan dengan 
ketentuan-ketentuan lain dalam UNCLOS 1982. 
Meskipun instalasi tidak mempunyai laut teritorial, namun UNCLOS 
1982 mempertahankan konsep zona-zona keselamatan (Safety Zone) 
yang lebarnya maksimal 500 meter yang diukur dari setiap titik terluar dari 
instalasi atau bangunan. Kecuali apabila diizinkan oleh standar 
internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh 
organisasi internasional yang berwenang. Akan tetapi lebar zona-zona 
keselamatan di sekeliling instalasi riset ilmiah bagaimanapun tidak boleh 
melampaui jarak 500 meter.62 
Di dalam zona-zona keselamatan negara pantai dapat mengambil 
tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin selain keselamatan 
instalasi, juga terutama menjamin keselamatan pelayaran. Tindakan-
tindakan yang dapat diambil oleh negara pantai di dalam zona-zona 
keselamatan tidak ditentukan dalam Pasal 60 UNCLOS 1982, sehingga 
dengan demikian harus dilihat bagaimana praktik negara, dalam hal ini 
negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan, antara lain dengan 
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melarang kapal-kapal asing memasuki zona-zona keselamatan. Larangan 
membuang jangkar atau menjala ikan di zona tersebut, penetapan rute-
rute navigasi, pembatasan jenis dan ukuran kapal yang dapat melewati 
zona tersebut. Semua kapal harus menghormati zona-zona keselamatan 
dan memenuhi standar internasional yang diterima secara umum 
berkenaan dengan pelayaran di sekitar instalasi dan bangunan serta 
zona-zona keselamatan.63 
Dalam hal instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan ditinggalkan 
atau sudah tidak digunakan lagi, maka negara pantai yang mempunyai 
yurisdiksi atas instalasi atau bangunan tersebut mempunyai kewajiban 
untuk membongkar dan memindahkannya demi menjamin keselamatan 
pelayaran.64 
4.1.3 Landas Kontinen 
Untuk landas kontinen, UNCLOS menetapkan ketentuan yang 
cukup menarik karena dasar laut dan tanah di bawah zona ekonomi 
eksklusif jatuh bersamaan dengan landas kontinen, baik seluruh maupun 
sebagian.65 Pada UNCLOS 1982, dijelaskan dalam pasal 79: 
1. Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah 
laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
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(Bila dikaitkan dengan ZEE maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud “Semua Negara” merupakan negara yang berpantai 
maupun negara yang tak berpantai yang merupakan pihak yang 
ikut serta dalam UNCLOS). 
2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut 
untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengekploitasi sumber 
kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan 
pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai 
tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel 
atau pipa demikian. 
(Ayat ini mengamanatkan kewajiban bagi negara yang memasang 
pipa bawah laut untuk menjaga pipa tersebut dari potensi 
pencemaran) 
3. Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas 
landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai. 
(Negara pantai memiliki kewenangan untuk mengatur terkait jalur 
pemasangan pipa bawah laut dan ditata dengan baik) 
4. Tidak satupun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara 
pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang 
memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi 
yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau 
dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau 
 
 
eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau pengoperasian pulau 
buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya. 
5. Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara 
harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang 
sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan 
pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan. 
(Dalam memasang kabel atau pipa bawah laut, negara-negara 
tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan 
kabel dan pipa yang sudah terpasang sebelumnya, misalkan 
memberikan izin memasang kabel dan pipa pada jalur yang 
berpotongan dengan kabel dan pipa bawah laut lain yang sudah 
lebih dulu terpasang tanpa berkoordinasi dengan pemiliknya 
terlebih dahulu). 
Perairan di atas landas kontinen memungkinkan kebebasan laut 
lepas khususnya kebebasan untuk berlayar dan kebebasan untuk 
memasang kabel dan pipa bawah laut. Dengan demikian apabila negara 
pantai membangun instalasi kabel dan pipa di perairan tersebut. maka 
negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana 
mestinya pembangunan instalasi tersebut, serta kewajiban untuk 
memelihara sarana-sarana permanen seperti rambu-rambu dan alat-alat 
navigasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai kehadirannya. 
Instalasi tidak boleh didirikan apabila menimbulkan gangguan terhadap 
 
 
penggunaan alur-alur laut yang diakui esensial bagi pelayaran 
internasional.66 
4.1.4 Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional 
Penulis dalam hal ini menggabungkan kedua zona tersebut karena 
sama-sama berada dalam yurisdiksi hukum internasional dan juga karena 
keduanya berada pada posisi yang sama. Berada dalam posisi yang sama 
adalah karena bagian dasar laut dari laut lepas itulah yang disebut dengan 
kawasan dasar laut internasional. Kecuali, bila untuk laut lepas yang dasar 
laut di bawahnya masih berlaku Landas Kontinen. 
Salah satu kebebasan di laut lepas adalah kebebasan untuk 
memasang kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan inilah yang menjadi 
dasar bagi setiap negara untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di 
luar landas kontinen.67 Namun, kebebasan ini harus dilaksanakan oleh 
semua negara, dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam 
melaksanakan kebebasan di laut lepas, dan juga dengan memperhatikan 
hak-hak dalam konvensi yang bertalian dengan kegiatan di kawasan 
dasar laut internasional. 
Setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel dan pipa 
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bawah laut karena sengaja atau kelalaian merupakan suatu pelanggaran 
yang dapat dihukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 113: 
Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan 
yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan 
pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan 
sengaja atau karena kelalaian oleh sebuah kapal yang 
mengibarkan benderanya atau oleh seorang yang tunduk pada 
yurisdiksinya, sedemikian rupa sehingga besar kemungkinannya 
memutuskan atau menghalangi komunikasi telegrap atau telepon, 
demikian pula,pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel 
listrik tegangan tinggi di bawah laut merupakan suatu pelanggaran 
yang dapat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku terhadap 
perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar 
berakibat pemutusan atau kerusakan demikian. Akan tetapi, 
ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan atau 
kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang hanya 
bertindak dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa atau 
kapalnya, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan 
untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan 
demikian. 
Selain itu terdapa pula kondisi dimana pemasangan kabel atau pipa 
dapat menggangu keberadaan kabel atau pipa lainnya yang sudah ada 
lebih dahulu. Hal itu dapat menimbulakan resiko terjadinya pemutusan 
 
 
kabel atau pipa yang sudah ada sebelumnnya. Maka berdasarkan pasal 
114; 
Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan 
yang diperlukan untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang 
tunduk pada yurisdiksinya, yang merupakan pemilik kabel atau pipa 
bawah laut di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan 
atau perbaikan kabel atau pipa itu, mengakibatkan terjadinya 
pemutusan atau kerusakan pada kabel atau pipa laut lain, mereka 
harus menanggung biaya perbaikannya. 
Setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan 
tentang ganti rugi untuk kerugian yang diderita pemilik kapal dalam usaha 
untuk mencegah kerusakan pada kabel dan pipa bawah laut. Hal ini diatur 
dalam pasal 115; 
Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha mencegah 
kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut. Setiap Negara harus 
menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa 
mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau 
peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha mencegah 
terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi 
ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, kecuali 
 
 
pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang 
wajar sebelumnya. 
4.1.6 Penyelesaian Sengketa Terkait Kabel dan Pipa Bawah Laut 
Keberadaan kabel dan pipa bawah laut berpotensi menimbulkan 
sengketa. Baik dari sisi penempatan, prosedur pemasangan dan 
kerusakan tehadap kedua instalasi tersebut. UNCLOS 1982 yang menjadi 
rujukan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan 
pada Bab XV. Penyelesaian sengketa yang paling utama termasuk belaku 
pada kabel dan pipa bawah laut adalah penyelesaian sengketa secara 
damai. Hal ini dijelaskan dalam pasal 279 UNCLOS 1982. 
Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa 
antara mereka perihal interpretasi atau penerapan UNCLOS dengan cara 
damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa: 
Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional 
dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan 
keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. 
Untuk mencapai tujuan ini, harus dicari penyelesaian dengan cara 




Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika 
berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus 
mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. penyelidikan, 
dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi. penyelesaian menurut hukum 
melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau 
dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. 
Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat terpenuhi, maka 
para pihak yang bersengketa terkait kabel dan pipa bawah laut dapat 
dibawa pada tahap penyelsaian melalui jalur mahkamah ataupun 
arbitrase. Cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal 
interprestasi atau penerapan UNCLOS 1982 :68 
(a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai 
dengan Lampiran VI; 
(b) Mahkamah Internasional; 
(c) Suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan 
Lampiran VIII; 
(d) Suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan 
Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera 
didalamnya. 
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Penggunaan jalur pengadilan atau mahkamah dipertegas kembali dalam 
pasal 297. Dalam pasal tersebut menjelaskan pembatasan-pembatasan 
terhadap pelaksanaan bagian 2 dari bab XV dimana:69 
1. Apabila dituduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bertalian 
dengan dengan kebebasan-kebebasan hak memasang kabel dan 
saluran pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari 
laut secara internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 58.  
2. Apabila dituduhkan bahwa suatu Negara dalam melaksanakan 
kebebasan-kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pemakaian tersebut 
terdahulu telah bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau 
dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara 
pantai sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan lain 
hukum internasional yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini. 
4.2 Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia 
Berdasarkan Hukum Nasional 
Pada bagian ini penulis akan lebih mengacu pada pokok-pokok 
hasil wawancara penulis dengan bapak Budi M. Ruslan selaku Kepala 
Seksi Pengelolaan Pipa Bawah Laut, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
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di Jakarta.70  Dari hasil wawancara ini terdapat madat undang-undang 
untuk menata pipa dan kabel bawah laut. Mandat ini berasal dari Undang-
Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil (UU WP3K), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan (UU Kelautan).  
Namun, diluar dari hasil wawancara, selain undang-undang 
tersebut, pengaturan umum terkait kabel dan pipa bawah laut juga 
disebutkan dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU 
ZEE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen 
(UU Landas Kontinen).  
Dari hasil seluruh produk hukum nasional ini, penulis menemukan 
fakta, bahwa hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
1996 Tentang Perairan Indonesia yang secara jelas mengacu pada 
UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Bahkan, UU ZEE 
dan UU Landas Kontinen masih mengacu pada Undang-undang Nomor 4 
Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang merupakan pengesahan 
dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Selain itu, pada bagian 
konsideran UU Kelautan dan UU WP3K tidak mendasarkan 
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pembentukannya pada UNCLOS 1982 atau undang-undang ratifikasinya. 
Damos Dumoli Agusman berpandangan, beberapa hukum nasional tidak 
mendasarkan lagi pada hukum internasional yang secara nyata memiliki 
objek yang sama disebabkan karena;71 
1. Pihak yang terlibat dalam penyusunan mulai meninggalkan hukum 
internasional sebagai referensi dalam membuat suatu produk 
hukum nasional. 
2. Para pihak dalam menyusun produk hukum nasional mulai secara 
mandiri mencari sumber atau referensi dari konstitusi. 
3. Mulai berkembangnya aliran dualisme hukum. 
Selain itu, penataan wilayah laut bukan hanya merupakan wilayah 
sektor kelautan saja. Khusus untuk penataan kabel dan pipa bawah laut, 
terdapat pula kewenangan beberapa sektor seperti komunikasi dan 
informatika, sektor pertambangan dan migas, sektor perhubungan 
(khususnya alur pelayaran), dan beberapa sektor lainnya.  
4.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 
Tentang Perairan Indonesia 
Perairan Indonesia yang dimaksud adalah laut teritorial Indonesia 
beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.72 Kedaulatan 
Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, 
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perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas 
laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar 
laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya. Dalam UU ini memang disebutkan pengaturan 
kabel bawah laut. Tapi tidak ada satupun pasal dari UU ini yang mengatur 
ataupun menyebutkan mengenai pipa bawah laut. 
Meskipun Indonesia mempunyai kedaulatan penuh di perairan 
kepulauannya, tetapi Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati 
perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang dibuat dengan 
negara-negara lain tentang penggunaan secara sah bagian-bagian dari 
perairan kepulauannya untuk pelaksanaan hak perikanan tradisional, hak 
akses dan komunikasi negara tetangga yang langsung berdampingan, 
pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian kabel-kabel di dasar laut 
oleh negara-negara. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat 1, Tanpa 
mengurangi ketentuan Pasal 4, Pemerintah Indonesia menghormati 
persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain yang 
menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya. 
Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan tersebut, 
termasuk sifat, ruang lingkup, dan daerah berlakunya hak dan kegiatan 
tersebut, atas permintaan dari salah satu negara yang bersangkutan, 
harus diatur dengan per-setujuan bilateral. Hak tersebut tidak boleh 
dialihkan atau dibagi kepada negara ketiga atau warga negaranya. 
 
 
Pada pasal 9 ayat 4, Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah 
dipasang oleh negara atau badan hukum asing yang melintasi perairan 
Indonesia tanpa memasuki daratan tetap dihormati. Indonesia tetap 
menghormati dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menggangu 
keberadaan kabel komunikasi asing yang melintasi perairan Indonesia 
selama kabel tersebut tidak memasuki area daratan Indonesia. Kabel 
yang dimaksud dalam pasal ini adalah kabel yang menghubungkan antar 
negara yang melawati perairan Indonesia tetapi tidak menghubungkan 
dengan Indonesia. 
Pada ayat 5, Pemerintah Indonesia mengizinkan pemeliharaan dan 
penggantian kabel-kabel tersebut. Yang dimaksud dengan 
"pemberitahuan sebagaimana mestinya" adalah pemberitahuan resmi 
secara tertulis yang dilakukan oleh pemilik kabel melalui saluran 
diplomatik kepada Pemerintah Indonesia disertai penjelasan antara lain 
mengenai letak, perkiraan waktu penyelesaian, peralatan yang digunakan, 
jenis perbaikan yang dilakukan, dan maksud perbaikan atau penggantian 
kabel-kabel, sebelum dilakukan kegiatan tersebut. Bila ada negara 
maupun badan hukum asing ingin melakukan perbaikan dan mengganti 
kabel yang merupakan milik mereka, harus diajukan pemberitahuan 
kepada Indonesia sebagai negara pantai. Dengan demikian negara 
ataupun badan hukum asing harus memperoleh izin dari Indonesia agar 
dapat masuk dan melakukan tindakan sesuai yang diatur dalam pasal ini. 
 
 
Menjadi pertanyaan dalam ayat ini adalah apabila negara atau 
badan hukum asing yang memasang kabel tersebut telah melakukan 
pemutusan sistem dan tak menggunakannya lagi, siapa yang bertanggung 
jawab dalam pemutusan secara fisik atau pembongkaran terhadap kabel 
tersebut ? Bila merujuk pada ayat 5, jelas hal itu belum tentu menjadi 
tanggung jawab dari pemilik kabel. Sehingga perlu dibentuk peraturan lain 
yang secara jelas mangatur pemutusan ataupun pembongkaran dari kabel 
bawah laut diperairan Indonesia. 
Pasal 22, mengatur mengenai hak akses dan komunikasi. Dimana 
dalam hal ini, pemerintah Indonesia menghormati pemasangan kabel laut 
dan mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel yang sudah ada 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana mestinya. Pasal ini 
berlaku Apabila suatu bagian dari perairan kepulauan Indonesia terletak di 
antara dua bagian wilayah suatu negara tetangga yang langsung 
berdampingan dan dilakukan melaui perjanjian bilateral. 
Perlindungan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia juga 
terkait dengan hak lintas damai. Dalam UNCLOS pasal 21 dinyatakan 
bahwa Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan perlindungan kabel dan pipa bawah laut dalam 
hal pelaksanaan hak lintas damai. Pada pasal 12 dijelaskan: 
 
 
1. Lintas dianggap damai apabila tidak merugikan kedamaian, 
ketertiban, atau keamanan Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. 
2. Lintas oleh kapal asing harus dianggap membahayakan 
kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal 
tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan 
kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh 
Konvensi dan atau hukum internasional lainnya. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lintas damai sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Salah satu ketentuan konvensi yang dimaksud pada ayat 1 dalam hal ini 
adalah perlindungan terhadap kabel dan pipa bawah laut.73 Maka, perlu 
bagi pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang 
secara jelas mengatur perlindungan kabel dan pipa bawah laut dalam 
pelaksanaan hak lintas damai di perairan Indonesia. 
4.2.2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 
Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
Pada dasarnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik 
Indonesia mempunyai dan melaksanakan :74  
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a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, 
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non 
hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya 
dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi 
ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus 
dan angin;  
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :  
1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-
instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;  
2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;  
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;  
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan 
Konvensi Hukum Laut yang berlaku.  
Penggunaan dan pembuatan instalasi-instalasi sebagaimana yang 
disebutkan dalam huruf b inilah yang dapat mengakomodasi pengaturan 
kabel dan pipa bawah laut. Pemasangan kabel dan pipa bawah laut lebih 
lanjut diatur dalam pasal yang berbunyi:75 
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan 
penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel 
dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
laut internasional yang berlaku. 
                                                          




Selain dari pada itu Indonesia berkewajiban pula untuk 
menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya. Artinya 
sesuai pasal diatas, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, 
menikmati kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta 
penggunaan laut yang bertalian pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut. 
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai 
hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur 
pembangunan, pengoperasian dan penggunaan kabel dan pipa bawah 
laut. Hal ini yang disebutkan dalam pasal 6 yakni:76 
Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan 
atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari 
Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-
syarat perizinan tersebut.  
Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau 
pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan laut. Artinya dalam hal ini 
kabel dan pipa bawah laut berada dalam zona wewenang dan hak 
khusus. Meskipun kabel dan pipa bawah laut di ZEE Indonesia 
mempunyai yurisdiksi eksklusif, namun lokasi instalasi seperti ini tidak 
memiliki status sebagai wilayah negara dan oleh karena itu kehadirannya 
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tidaklah mempengaruhi batas laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia ataupun Landas Kontinen Indonesia. 
Keberadaan instalasi kabel dan pipa bawah laut, wajib menjaga 
kelestarian lingkungan laut dari pencemaran, sesuai dengan ketentuan 
pasal 8 ayat 1: 
Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk 
mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi 
pencemaran lingkungan laut. 
Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai ganti rugi bila 
terjadi kejadian yang mengakibatkan kerugian pada instalasi kabel dan 
pipa bawah laut. Hal ini tertuang dalam pasal 9 yakni:77  
Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan 
pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan 
lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan 
kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi 
kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan 
bangunan-bangunan lainnya tersebut. 
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Dalam pasal 11 juga diatur mengenai ganti rugi apabila keberadaan 
instalasi kabel dan pipa bawah laut mengakibatkan pencemaran 
lingkungan. 
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8, dan dengan 
memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya 
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya 
alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya 
rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut 
dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.78 
Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar 
ganti rugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam 
dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban 
untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Karena itu 
kewajiban ini melekat pada barang siapa yang melakukan perbuatan, 
tidak melakukan perbuatan atau membiarkan terjadinya pencemaran 
lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam. Inilah yang 
menjadi tanggung jawab mutlak (strict liability). Artinya bahwa tanggung 
jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut 
dan/atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara 
prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi. 
                                                          




Namun, terdapat pengecualian terhadap ayat diatas. Pengecualian 
tersebut dapat diberlakukan apabila jika yang bersangkutan dapat 
membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan 
sumber daya alam tersebut terjadi karena:  
a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar 
kemampuannya;  
b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh 
perbuatan atau kelalaian pihak ketiga. 
4.2.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen 
Peraturan ini sendiri sampai saat ini masih mengacu pada Undang-
undang Nomor 4 Prp Tahun 1960. Sehingga bisa dipastikan akan ada 
beberapa perbedaan yang akan ditemukan bila dibandingkan dengan 
UNCLOS. Salah satunya adalah terkait kabel dan pipa bawah laut. 
Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan pengaturan 
mengenai kabel dan pipa bawah laut. Namun, pada bab IV disebutkan 
mengenai instalasi. Adapun pengaturan mengenai instalasi-instalasi ini 
antara lain: 
1. Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi, dapat dibangun, 
dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal 
dan/atau alat-alat lainnya di landas kontinen dan/atau diatasnya. 
2. Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat 
lainnya tersebut pada ayat(1) pasal ini terhadap gangguan pihak 
 
 
ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang 
lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar 
pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya 
disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya 
yang terdapat di landas kontinen dan/atau diatasnya. 
3. Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini 
Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar 
tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah 
terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang 
atau membongkar. 
Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan, 
perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat termasuk kabel 
dan pipa bawah laut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Hal ini kembali dipertegas dalam pasal 9 bahwa setiap hal 
yang terjadi pada instalasi yang berada di landas kontinen Indonesia akan 
diberlakukan yurisdiksi hukum nasional Indonesia. 
4.2.4 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu 
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara 
 
 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, 
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan 
antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 
dan laut. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama 
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan 
Ekosistemnya. Terkait dengan instalasi kabel dan pipa bawah laut, maka 
tidak hanya membahas tentang instalasi di laut, tetapi juga instalasi lain 
menghubungkannya di daratan. 
Wilayah laut dari wilayah pesisir disebut sebagai perairan pesisir. 
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi 
perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan 
yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan 
dangkal, rawa payau, dan laguna. Selain itu disebutkan pula perairan 
pulau-pulau kecil dalam undang-undang ini. 
Dasar pemasangan kabel dan pipa bawah laut berdasarkan UU 
WP3K adalah pada pasal 19.  Setiap, orang yang melakukan 
pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil 
untuk kegiatan: 
a. Produksi garam; 
b. Biofarmakologi laut; 
c. Bioteknologi laut; 
 
 
d. Pemanfaatan air laut selain energi; 
e. Wisata bahari; 
f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau 
g. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, 
Untuk melakukan kegiatan tersebut maka diperlukan izin pengelolaan. 
Selain itu, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian 
Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara 
menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Izin lokasi yang dimiliki menjadi dasar 
untuk pemberian izin pengelolaan. 
Izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pasal 22A hanya diberikan 
kepada: 
a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; 
b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau 
c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. 
Yang cukup menarik dalam undang-undang-undang ini adalah 
terjaminnya hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan pasal 21 ayat 1 
dan 2. Apabila kegaiatan pemasangan kabel dan pipa bawah laut berada 
dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka kewenangan pemberian izin 
lokasi dan izin pengelolaan berada pada masyarakat hukum adat 
setempat. Namun pemberian kewenangan pada masyarakat hukum adat 
 
 
harus dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pemberian izin lokasi untuk pemasangan kabel dan pipa bawah 
laut diatur dalam pasal 50 ayat 1, 2 dan 3. Apabila kabel dan pipa di 
wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas bersifat provinsi, 
Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan 
Kawasan Konservasi Nasional menjadi kewenangan Menteri. Sementara 
diberikan pula kewenangan pada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk 
meberikan izin lokasi sesuai dengan kewenangannya. 
Terkait sanksi dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang 
tidak sesuai dengan izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dalam pasal 
71. Pemasangan kabel dan pipa pada perairan pesisir yang tidak sesuai 
dengan izin lokasi, maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan, 
pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi. Bila tidak sesuai 
dengan pemberian izin pengelolaan maka dikenai sanksi adminstratif 
berupa: 
a. Peringatan tertulis; 
b. Penghentian sementara kegiatan; 
c. Penutupan lokasi; 
d. Pencabutan izin; 
e. Pembatalan izin; dan/atau 
 
 
f. Denda administratif. 
Bila dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut, tidak memiliki 
izin lokasi, berdasarkan pasal 75 dapat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). Bila dalam pemasangan kabel dan pipa bawah 
laut, tidak memiliki izin pengelolaan, berdasarkan pasal 75A dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
4.2.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 
UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pasal 32 ayat 1 sampai 5 
menyatakan ; 
(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan 
dan instalasi di laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran 
maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia;  
(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di laut tidak melebihi 
daerah keselamatan yang telah ditentukan; 
(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di laut 
yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari 
pihak yang berwenang;  
 
 
(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut wajib 
mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil; 
(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme 
pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di Laut” pada ayat 1 
adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah 
permukaan laut, termasuk kabel dan pipa bawah laut. 
Pada pasal 43 ayat 1 disebutkan mengenai Perencanaan Tata 
Ruang Laut Nasional. Bagian penjelasan, dijelaskan bahwa Perencanaan 
ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata 
ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut 
dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat 
pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut 
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di 
wilayah laut. Struktur ruang laut ini lah yang nantinya akan dimanfaatkan 
untuk kegiatan bangunan dan instalasi bawah laut. Sementara, pola ruang 
laut digunakan untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 
budi daya di area laut. 
Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan 
kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, 
 
 
misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri 
maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi 
kelestarian sumber daya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang 
dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah Laut, dan 
migrasi biota Laut. 
Pada pasal 47, pemanfaatan ruang laut untuk kabel dan pipa 
bawah laut wajib memiliki izin lokasi. Berbeda dengan UU WP3K yang 
selain mensyaratkan izin lokasi, juga mensyaratkan izin pengelolaan. 
Pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang tidak miliki izin lokasi 
dikenai sanksi adminstratif yakni: 
a. Peringatan tertulis; 
b. Penghentian sementara kegiatan; 
c. Penutupan lokasi; 
d. Pencabutan izin; 
e. Pembatalan izin; dan/atau 
f. Denda administratif. 
Pemanfaatan ruang Laut untuk kabel dan pipa yang tidak memiliki 
izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
 
 
Secara sektoral, keberadaan pipa dan kabel bawah laut sudah 
ditata dengan baik oleh berbagai instansi, seperti Perhubungan, Migas, 
Pertahanan dan Keamanan, Kelautan dan Perikanan, Telekomunikasi. 
Namun secara komprensif dan lintas sektor belum optimal, karena belum 
adanya pengaturan terkait Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), 
sebagai kebijakan payung (umbrella policy). Dengan adanya RTRLN akan 
mencegah tumpang tindih sektor-sektor pembangunan bawah laut 
berdasarkan zonasi. Guna memenuhi hal tersebut, perlu dibentuk clearing 
house, sebuah lembaga non-struktural yang berisi para pakar lintas 
kementerian untuk mengkaji kesesuaian antara pengajuan izin dengan 
zonasi.79 Akan tetapi, tanpa lembaga non-struktural, Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dapat mengambil peran sebagai Clearing 
House, karena perannya untuk mengkoordinir kegiatan dibidang 
kemaritiman yang melibatkan lintas kementerian. 
Dalam aplikasinya di masa depan, penataan ruang laut dapat 
menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menata pipa dan kabel 
bawah laut. Seperti contoh dalam perijinan lingkungan dimana selalu 
disyaratkan akan kesesuaian dengan tata ruang dalam menetapkan 
diterbitkannya ijin lingkungan. Sementara di laut, belum ada tatanan 
sedemikian jelas, sehingga mempersulit dalam penetapan apakah suatu 
                                                          
79 Mochamad Putrawidjaja, Penataan Bangunan Laut Pipa Dan Kabel Bawah Laut: Tantangan 




bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan alokasi 
pemanfaatan ruangnya. 
4.2.6 Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Pada Lintas Sektor 
UNCLOS 1982 memberikan kewenagan bagi negara pantai 
termasuk Indonesia untuk menerbitkan hukum nasional dalam mengatur 
pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran kabel dan pipa bawah 
laut. Namun, integrasi materi kedua instalasi dalam UNCLOS ke dalam 
hukum di Indonesia tidak bisa dikatakan mudah. 
Persoalan paling utama dalam penataan kabel dan pipa bawah laut 
saat ini adalah mengenai kewenangan lintas sektoral. Pengaturan hukum 
pada wilayah laut merupakan suatu wilayah kewenangan yang tidak 
hanya dibawahi oleh sektor kelautan, namun juga lintas sektor seperti 
sektor perhubungan khususnya perhubungan laut, sektor komunikasi dan 
informatika, sektor migas, dan sektor-sektor lainnya. Setidaknya terdapat 
delapan lembaga yang berwenang diwilayah laut, yaitu Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), Tentara Nasional Indonesia  Angkatan Laut (TNI 
AL), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) khususnya pada Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), 
Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkumham), 
serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  
 
 
Banyaknya sektor dalam penataan kabel dan pipa bawah laut, 
bukan berarti masalah menjadi sedikit dan penataan kedua instalasi 
tersebut bebas dari permasalahan. Masing-masing lembaga dihadapkan 
pada masalah koordinasi. Meskipun peraturan perundang-undangan 
nasional telah mengamanatkan dilakukannya oordinasi dalam penataan 
kabel dan pipa bawah laut. Contoh permasalahan koordinasi lintas 
sektoral dalam penataan kabel dan pipa bawah laut adalah terkait 
megaproyek pemasangan kabel serat optik Palapa Ring II. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui pihaknya selama 
ini tidak pernah meminta izin kepada Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) untuk membangun proyek instalasi kabel serat optik 
bawah laut. Kasubdit Pengembangan Infrastruktur Kemenkominfo, Anang 
Latif mengemukakan selama ini pihaknya hanya meminta izin kepada 
Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk membangun 
kabel serat optik bawah laut. Hal ini bepotensi menyebabkan benturan 
antara proyek tersebut dengan RTRLN yang dimiliki KKP. Namun, disisi 
lain RTRLN hingga saat ini belum tuntas penyusunannya. Hal ini 
mengakibatkan ditangguhkannya seluruh izin proyek-proyek instalasi 
kabel serat optik bawah laut. 
Ketidakjelasan koordinasi dan pembagian wewenang serta 
tanggungjawab diantara sektor-sektor dapat menimbulkan kerancuan, 
overlapping jurisdiction dan conflicting jurisdiction.80 Sudah semestinya 
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pemerintah merancang suatu bangunan hukum untuk menata kedua 
instalasi tersebut komperhensif dan integralistik. 
Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menciptakan bangunan 
hukum terhadap penataan kabel dan pipa bawah laut, adalah melakukan 
harmonisasi hukum nasional. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih 
antar undang-undang, maupun antar undang-undang dengan peraturan 
pelaksana dan peraturan di bawahnya. 
Kedua adalah percepatan penyusunan perundang-undangan yang 
menimbulkan kekosongan hukum. Kabel dan Pipa bawah laut yang 
dipasang sepanjang Landas Kontinen melewati laut territorial hingga ZEE, 
akan melalui suatu area yang ditetapkan sebagai zona tambahan. 
UNCLOS memberi kewenangan bagi negara pantai untuk menetapkan 
peraturan nasional. Namun, hingga sekarang belum ada pengaturan untuk 
zona tambahan. Oleh karena itu perlu untuk membuat pengaturan terkait 
zona tambahan untuk dapat memberi jaminan dan status hukum terhadap 
kedua intalasi tersebut pada zona tambahan. Selain itu UU ZEE dan UU 
Landas Kontinen juga perlu direvisi karena masih mengacu pada KHL 
Jenewa 1958.81 
Selanjutnya, penulis secara ringkas akan membahas mengenai 
kewenangan pada sektor komunikasi khusus pada kabel komunikasi 




bawah laut, sektor migas khusus pada pipa migas bawah laut dan 
perhubungan laut khusus pada alur pelayaran. 
4.2.6.1 Kabel Komunikasi Bawah Laut 
Kewenagan pada sektor komunikasi dipegang oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kewenangan tersebut 
tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16 
/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana Transmisi 
Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut. 
Pada Pasal 1 ayat 6, Sistem Komunikasi Kabel Laut, yang 
selanjutnya disebut SKKL, adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi 
menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan atau 
samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara 
yang dilaluinya. 
Pasal 2 ayat 1, Penyediaan sarana transmisi telekomunikasi 
internasional melalui SKKL dapat dilakukan oleh: 
a. Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional; 
b. Penyelenggara jaringan tetap tertutup; 
c. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP). 
Penyelenggara telekomunikasi ini wajib membangun stasiun kabel 
dan atau menyewa dari penyelenggara telekomunikasi yang memiliki 
 
 
stasiun kabel. Untuk penyediaan sarana transmisi telekomunikasi 
internasional melalui SKKL dapat dilakukan setelah mendapatkan hak 
labuh (landing right) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi. Hak labuh adalah hak yang diberikan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau 
lembaga penyiaran dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara 
telekomunikasi asing. 
Penyelenggara telekomunikasi asing yang ingin menyediakan 
sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL secara 
langsung ke Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara 
telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang dimaksud dalam 
peraturan ini tidak dijelaskan secara spesifik, apakah PT Telkom atau 
penyelanggara telekomunikasi lokal atau swasta lain yang berada di 
Indonesia. Kerjasama yang dimaksud hanya dapat dilakukan apabila 
kapasitas sarana transmisi yang diaktifkan dan atau disediakan oleh 
penyelenggara telekomunikasi asing sama dengan kapasitas sarana 
transmisi yang diaktifkan dan atau disediakan oleh penyelenggara 
telekomunikasi. 
Beberapa sambungan sistem kabel komunikasi bawah laut (SKKL) 
yang menghubungkan Indonesia dengan luar negeri antara lain:82 
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1. APCN – (Asia-Pacific Cable Network): Japan, Korea, Philippines, 
Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, 
Australia 
2. BRCS – (Batam Rengit Cable System): Indonesia – Malaysia 
3. BDM – (Batam Dumai Malaka Cable System): Indonesia – Malaysia 
4. DMCS – (Dumai-Melaka Cable System): Indonesia-Malaysia 
5. JAKABARE – (Java – Kalimantan – Batam – Singapore): 
Indonesia-Singapore 
6. JASURAUS – (Jakarta – Surabaya – Australia): Indonesia-Australia 
7. MCS – (Matrix Cable System) (Indonesia-Singapore) 
8. SCAN – (Submarine Cable Asia Network): Indonesia – Hong Kong 
(planned) 
9. SJC : Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines, 
Hong Kong, China, Japan (planned) 
10. TIS : Thailand-Indonesia-Singapore 
11. East-West Submarine Cable System 
12. Luwuk Tutuyan Cable System (LTCS) 
13. Tarakan Selor Cable System (TSCS) 
14. Sumatera Bangka Cable System (SBCS) 
15. XL Bali Lombok Submarine Cable System 
16. Jambi-Batam Cable System (JIBA) 
17. Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore (B3JS) 
18. Mataram Kupang Cable System (MKCS) 
 
 
19. Batam Singapore Cable System (BSCS) 
20. Australia-Singapore Cable (ASC) 
21. Moratelindo International Cable System-1 (MIC-1) 
Sayangnya, peraturan menteri ini tidak mengatur terkait teknis 
penempatan kabel komunikasi ataupun kualifikasi dari komponen kabel 
tersebut. Aturan ini secara umum hanya mengatur administrasi dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi lintas negara. 
4.2.6.2 Pipa Migas Bawah Laut 
Kewenangan pada sektor pipa Migas dipegang oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewenangan tersebut tertuang dalam 
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
300.K/38/M.PE/1997.83  
Dalam Keputusan Menteri tersebut, menekankan pada klasifikasi 
dan prosedur pemasangan pipa bawah laut guna melindungi keselamatan 
kerja.  Penggelaran Pipa Penyalur baik di darat maupun di laut dapat 
dilakukan dengan cara ditanam atau diletakkan di permukaan tanah. 
Pipa Penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa 
harus ditanam sekurangkurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar 
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laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa 
tidak tergeser atau berpindah, atau disanggah dengan pipa 
pancang. 
b. Dalam hal kealaman dasar laut 13 (tigabelas) meter atau lebih 
maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan 
sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah. 
Namun, dalam menjamin keselamatan kerja, prosedur untuk 
pembongkaran atau pemutusan pipa bawah laut perlu diatur. 
Pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber 
Daya Mineral Nomor: 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis 
Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak Dan Gas Bumi. 
Pasal 11 huruf e, Kontraktor sebelum melakukan pembongkaran 
instalasi lepas pantai wajib memastikan bahwa semua sistem perpipaan 
dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya 
dalam pasal 12: 
1. Memotong pipa penyalur di atas titik riser bend dan pada jarak 3 
(tiga) meter dari dasar kaki instalasi; 
2. Menyumbat pipa penyalur yang ditinggalkan dan ujungnya 




3. memotong pipa penyalur yang akan dipindahkan, menjadi bagian-
bagian kecil sepanjang 9 (sembilan) meter sampai dengan 12 (dua 
belas) meter. 
4.2.6.3 Perhubungan Laut 
Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor ini menurut penulis 
merupakan sektor paling terperici dalam aturan teknis penataan kabel dan 
pipa bawah laut. Sektor ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan 
melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 
Tentang Alur Pelayaran di Laut. 
Kabel dan pipa bawah laut ditempatkan pada suatu titik koordinat 
geografis yang disebut sebagai Landing Point. Kabel dan pipa bawah laut 
dalam hal peraturan ini disebut sebagai instalasi. Selain kabel dan pipa 
bawah laut diatur juga terkait bangunan laut dalam hal ini adalah 
jembatan.  
Secara aturan, baik instalasi ataupun bangunan laut dipersamakan. 
Hal ini karena keduanya menggunakan dasar laut sebagai fondasi dari 
pemasangan baik instalasi maupun bangunan laut. Akan tetapi terdapat 
pula perbedaan dari keduanya. Perbedaan utama dari intalasi bawah laut 
dengan bangunan laut adalah pemanfaatan ruang lautnya. Intalasi bawah 
laut hanya memanfaatkan luas area dasar laut semantara bangunan laut 
selain dasar laut juga memanfaatkan ruang antara dasar laut hingga 
diatas permukaan laut.   
 
 
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam terkait kabel dan 
pipa bawah laut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 3 
antara lain: 
a. Penempatan, pemendaman, dan penandaan; 
b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi 
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-
Pelayaran; 
c. Memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah 
laut;  
d. Berada di luar perairan wajib pandu. 
Selain persyaratan tersebut, pemilik kabel dan pipa wajib 
menempatkan sejumlah uang di bank Pemerintah sebagai jaminan untuk 
menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak 
digunakan lagi oleh pemilik yang besarannya ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). Membangun, memindahkan, 
dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di perairan 
harus mendapat izin dari Dirjen Hubla. Untuk memperoleh izin 
pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran kabel dan pipa 
bawah laut, harus memenuhi persyaratan administarsi dan teknis. 
Persyaratan administrasi meliputi: 
a. Akta pendirian perusahaan; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
 
 
c. Memiliki keterangan domisili perusahaan. 
Sementara persyaratan teknis meliputi: 
a. Hasil survei teknis yang mencakup: 
1. Posisi geografis bangunan atau instalasi; 
2. Bathimetric; 
3. Data hidrografi; 
4. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan  
5. Penentuan titik koordinat geografis landing point. 
b. Perhitungan teknis dan gambar desain kabel dan pipa; 
c. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 
d. Metode kerja dan analisa teknis; 
e. Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan 
terdekat; 
f. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat; dan 
g. Studi lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Pemegang izin pembangunan, pemindahan, dan/atau 
pembongkaran terhadap kabel dan pipa bawah laut memiliki kewajiban: 
a. Melaksanakan pembangunan, pembongkaran dan pemindahan 
sesuai dengan izin yang diberikan; 




c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembongkaran 
dan pemindahan secara berkala setiap bulan. 
Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya maka akan 
dikenai sanksi yakni dengan pencabutan izin. 
Pembangunan pipa dan kabel laut dilakukan dengan cara 
pemendaman. Pemendaman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Penempatannya di sisi terluar alur-pelayaran; 
b. Alur-pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) 
meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 4 (empat) 
meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed); 
c. Alur-pelayaran dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter sampai 40 
(empat puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus 
dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar laut (natural 
seabed); atau 
d. Alur-pelayaran dengan kedalaman lebih dari 40 (empatpuluh) 
meter, kabel laut, dan pipa bawah laut harus dipendam 1 (satu) 
meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed); 
e. Pada lokasi tertentu untuk mengantisipasi pengembangan 
pelabuhan dan kepadatan lalu lintas pelayaran perlu dilakukan 
penilaian resiko (risk assesment) antara lain melalui kegiatan 
penjatuhan jangkar kapal terbesar (anchor drop test); dan 






1. Pengaturan kabel dan pipa bawah laut terdapat dalam seluruh zona 
maritime dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Laut Teritorial termasuk 
perairan pedalaman di dalamnya, Zona Tambahan, Zona Ekonomi 
Ekslusif, Landas Kontinen, Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut 
Internasional. Kendati demikian terdapat zona laut territorial yang 
pengaturannya akan lebih spesifik diatur dalam hukum nasional. 
Penyelesaian sengketa terkait keberadaan kabel dan pipa bawah laut 
bila mengacu pada UNCLOS 1982 terdapat pada Bab XV. 
2. Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia 
Berdasarkan Hukum Nasional terdapat dalam Undang-Undang No 1 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 
Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
Pengaturan secara umum terkait kabel dan pipa bawah laut juga 
terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas 
Kontinen. Selain pada sektor kelautan juga terdapat pengaturan 
bersifat lintas sektoral yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
 
 
Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16/Per/M.Kominfo/9/2005 
Tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional 
Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut, Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997, dan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang 
Alur Pelayaran di Laut. Banyaknya pengaturan lintas sektor 
megakibatkan penataan kabel dan pipa bawah laut belum optimal.  
5.2 Saran 
1. Menyarankan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk sesegera 
mungkin menerbitkan pereturan pemerintah terkait Rencana Tata 
Ruang Laut Nasional, agar penataan kabel dan pipa bawah laut 
dijalankan secara optimal. 
2. Menyarankan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan 
perundang-undangan terkait zona ekonomi ekslusif dan landas 
kontinen karena belum merujuk pada UNCLOS 1982 agar pengaturan 
kabel dan pipa bawah laut pada kedua zona tersebut sesuai dengan 
perkembangan hukum kelautan. 
3. Menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali 
pemberlakuan  UU Kelautan yang tidak mengacu pada UNCLOS dan 
undang-undang ratifikasinya agar tidak ada materi dari undang-
undang tersebut yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. 
 
 
4. Menyarankan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 
untuk bisa mengkoordinir masing-masing sektor dalam penataan kabel 
dan pipa bawah laut. 
5. Meninjau kembali keberadaan kabel dan pipa bawah laut yang berada 
pada perairan Indonesia serta landas kontinen dan ZEE agar sesaui 
dengan standar pemasangan yang diatur. 
6. Menyarankan kepada pihak lain untuk melakukan kajian lebih lanjut 
terhadap kabel dan pipa bawah laut secara lebih mendalam pada 
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Gambar 1 Kabel bawah laut milik Indonesia yang melewati perairan di 
Asia. Sumber: www.submarinecablemap.com 
 
 
Gambar 2 Kabel bawah laut milik Indonesia yang menghubungkan 











Gambar 4. Jalur kabel dan pipa bawah laut di wilayah Laut Teritorial, 
Perairan Kepulauan, ZEE dan Landas Kontinen. Sumber: 




Gambar 5. Jalur Kabel dan Pipa Bawah Laut di Selat Sunda dan Tanjung 




Gambar 6. Jalur Kabel dan Pipa Bawah Laut di Selat Bangka. Sumber: 




Gambar 6. Jalur Kabel dan Pipa Bawah Laut di Bangka-Batam-Singapura. 
Sumber: Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut 
 
